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1.​ Pengertian Hukum Perikatan, Sumber Hukum Perikatan, Ketentuan-Ketentuan 

Umum dalam Hukum Perikatan, Jenis-Jenis Hukum Perikatan, dan Berakhirnya 

Hukum Perikatan 

1.1.​ Pengertian Hukum Perikatan 

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata. Istilah perikatan berasal dari bahasa 

Belanda yaitu verbintenis menurut Subekti dan R. Setiawan. Tetapi, verbintenis 

juga dapat diartikan sebagai perutangan menurut Utrecht dan Sri Soedewi. 

Perikatan secara umum adalah hubungan hukum di dalam lapangan harta 

kekayaan antara 2 orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu 

prestasi (kreditur) dan pihak lain (debitur) wajib menjalankan/memenuhi prestasi. 

Definisi perikatan secara normatif dalam undang-undang tidak ada sehingga 

perlunya definisi menurut ahli yang tergantung pada perspektif dan hanya diambil 

unsur-unsurnya saja (Muhammad, Abdulkadir. 2019: 231).  

a.​ Unsur-Unsur Perikatan  

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, faktor-faktor yang menimbulkan 

perikatan atau unsur-unsur perikatan meliputi: 

i.​ Hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum 

serta dapat menimbulkan akibat hukum (yaitu berupa hak dan 

kewajiban)Di bidang harta kekayaan, artinya dapat dinilai dengan uang 

ii.​ Para pihak, yaitu debitur (yang berkewajiban) dan kreditur (yang 

berhak) atas sesuatu 

iii.​ Prestasi, yaitu objek dari perikatan  



 
b.​ Sistem Hukum Perikatan 

Sistem hukum perikatan berupa sistem “Terbuka”, maksudnya setiap orang 

boleh membuat perikatan yang tidak ada di KUHPerdata asal tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum 

perikatan secara sifatnya juga dikenal sebagai hukum pelengkap/aanvullend 

recht karena hukum perikatan melengkapi hukum perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak.  

c.​ Subjek Perikatan 

Subjek hukum dalam perikatan ada dua, yaitu: 

i.​ Orang yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur) 

ii.​ Orang yang berhak atas prestasi (kreditur) 

d.​ Objek Perikatan 

Objek perikatan atau yang biasa disebut dengan prestasi adalah sesuatu yang 

dapat dituntut (kewajiban). Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, dapat 

dikategorikan dalam tiga hal, yaitu: 

i.​ Berbuat sesuatu, misalnya mengangkut barang tertentu, mengajar. 

ii.​ Memberikan atau menyerahkan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, 

membayar harga benda. 

iii.​ Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, 

tidak menggunakan merek orang lain.  

1.2.​ Sumber Hukum Perikatan 

Sumber perikatan terdiri dari: 

a.​ Perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata)  

Perjanjian adalah perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua 

orang atau lebih. Dalam perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak yang 

berarti di mana semua orang boleh membuat kontrak (perjanjian tertulis) 

dalam hal apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 

dan ketertiban umum (Daru, Bambang. 2022: 109) 

i.​ Syarat-syarat sahnya perjanjian (1320 KUHPerdata), yaitu: 

-​ Sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan 



 
-​ Cakap membuat suatu perjanjian 

-​ Suatu hal tertentu 

-​ Suatu sebab yang halal 

b.​ Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdata), yang dibagi menjadi: 

i.​ Undang-undang (saja) 

ii.​ Undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1353 KUHPerdata), di 

antaranya: 

-​ Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) 

a)​ Zaakwaarneming atau sukarela (Pasal 1354 KUHPerdata) 

b)​ Onverschuldigde betaling atau pembayaran yang tidak 

diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdata)  

-​ Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Pasal 1365 - 1380 

KUHPerdata) 

1.3.​ Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Hukum Perdata 

a.​ Prestasi  

Prestasi adalah kewajiban debitur untuk memenuhi apa yang telah 

diperjanjikan, diantaranya yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 

tidak berbuat sesuatu. Kewajiban debitur meliputi: 

i.​ Schuld/utang 

ii.​ Haftung/jaminan (Pasal 1131 KUHPerdata) 

b.​ Wanprestasi  

Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban 

yang telah disepakati dalam perikatan (Muhammad, Abdulkadir. 2019: 241). 

Wanprestasi dapat disebabkan oleh: 

i.​ Kesalahan debitur, baik karena kesalahan yang disengaja maupun tidak 

disengaja tetapi kedua ini tidak perlu dibedakan karena sama-sama 

menimbulkan kerugian.  

ii.​ Keadaan memaksa (overmacht/force majeure) 

Terdapat empat hal keadaan wanprestasi: 

i.​ Debitur tidak berprestasi sama sekali 



 
ii.​ Debitur tidak memenuhi prestasi tetapi tidak baik/keliru 

iii.​ Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu/terlambat 

iv.​ Debitur melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian 

c.​ Somasi 

Somasi adalah pernyataan atau teguran dari kreditur kepada debitur, bahwa 

debitur telah lalai dalam memenuhi prestasi (Djumikasih. 2022: 125). Tujuan 

somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk 

berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan 

pihak penggugat. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, namun 

dihapus dalam SEMA 3/1963. Ingebrekestelling = penetapan lalai setelah 

dilakukannya somasi.    

d.​ Hal yang bisa dituntut oleh kreditur jika debitur wanprestasi 

i.​ Pemenuhan perjanjian (Pasal 1267 KUHPerdata) 

ii.​ Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata) 

iii.​ Ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) 

iv.​ Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata) 

v.​ Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata) 

e.​ Alasan debitur untuk melepaskan diri dari wanprestasi 

i.​ Keadaan memaksa (overmacht/force mayeur)  

Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kesalahan 

debitur, terjadi setelah perikatan dibuat, keadaan itu tidak dapat diduga 

sebelumnya, dan menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi 

(Djumikasih. 2022: 135).  

Keadaan memaksa memiliki dua sifat, yaitu: 

-​ Bersifat tetap, di mana perikatannya terhenti 

-​ Bersifat sementara, di mana perikatannya tertunda sehingga 

prestasi masih dibutuhkan dan bisa dilakukan pada kesempatan 

yang lain.  

ii.​ Exceptio non-adimpleti contractus  

Tangkisan dari debitur bahwa kreditur juga melakukan wanprestasi. 



 
iii.​ Pelepasan hak (rechtsverwerking) 

Kreditur sudah pernah melepaskan haknya untuk menuntut debitur.  

f.​ Risiko 

Risiko adalah segala kerugian yang harus dipikul apabila terjadi overmacht. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam risiko berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata 

yang tidak bisa dipaksakan oleh debitur karena dalam keadaan memaksa, 

diantaranya adalah: 

i.​ Mengganti biaya  

ii.​ Kerugian 

iii.​ Bunga  

Pada perjanjian sepihak, menurut Pasal 1237 KUHPerdata, risiko ditanggung 

oleh kreditur. Sedangkan, pada perjanjian timbal balik, risiko ditanggung 

menurut asas kepatutan (billijkheid) yang biasanya ditanggung oleh pemilik 

(Djumikasih. 2022: 137).   

1.4.​ Jenis-Jenis Hukum Perikatan  

a.​ Perikatan Bersyarat  

Perikatan bersyarat menurut Pasal 1253 KUHPerdata yaitu suatu perikatan 

adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih 

akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara 

menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun 

secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa 

tersebut.  

Perikatan bersyarat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:  

i.​ Perikatan dengan syarat tangguh 

Perikatan yang lahir sebab terjadinya peristiwa yang diperjanjikan 

tersebut. Contohnya ketika Andi berjanji akan menyewakan mobilnya 

dengan kegiatan dinas apabila ia dinas ke luar kota. Apabila Andi 

melakukan dinas di luar kota dan menyewakan mobilnya tersebut maka 

perjanjian sewa-menyewa dan perikatan yang timbul karenanya adalah 

perjanjian dan perikatan dengan suatu syarat tangguh. 



 
ii.​ Perikatan dengan syarat batal 

Perikatan yang berakhir atau dibatalkan apabila suatu peristiwa yang 

diperjanjikan. Contohnya ketika Andi meminjamkan kabel kepada Budi 

dengan ketentuan bahwa peminjaman akan berakhir saat adik Andi 

membutuhkan kabel tersebut. Peminjaman berakhir langsung ketika 

adik Andi membutuhkan kabel tersebut. 

b.​ Perikatan dengan Ketetapan Waktu 

Perikatan dengan ketetapan waktu menurut Pasal 1268 KUHPerdata adalah 

waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya 

pelaksanaannya saja. Contohnya ketika Andi menyewakan mobilnya sampai 

tanggal 1 Desember 2023. 

c.​ Perikatan Manasuka/Alternatif 

Perikatan manasuka menurut pasal 1272 KUHPerdata adalah Dalam perikatan 

dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua 

barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur 

untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang lain. 

Contohnya ketika Petani A mempunyai utang yang tidak bisa dibayar 

kemudian ia mengupayakan dengan mengadakan perjanjian dengan 

krediturnya di mana ia akan bebas dari kewajiban pembayaran apabila ia 

menyerahkan ½ dari hasil panennya di tahun ini kepada si kreditur.   

d.​ Perikatan Tanggung Renteng 

Perikatan tanggung renteng/tanggung-menanggung menurut Pasal 1278 

KUHPerdata adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang 

berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing 

diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran 

yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang 

meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara 

beberapa orang yang berpiutang tadi.  

e.​ Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi 



 
Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi menurut Pasal 1296 

KUHPerdata adalah sekadar perikatan mengenai suatu barang yang 

penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi 

atau tidak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun secara tak nyata. 

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ditentukan berdasarkan 

pembagian prestasi tanpa mengurangi hakikat. Contoh yang dapat dibagi 

adalah hasil panen, komoditas pangan, sedangkan contoh yang tidak dapat 

dibagi adalah kuda atau hewan ternak lain.  

f.​ Perikatan dengan Ancaman Hukuman  

Perikatan dengan ancaman hukuman menurut Pasal 1304 KUHPerdata adalah 

suatu ketentuan di mana seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu 

sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan manakala perikatan itu tidak 

terpenuhi. Contohnya ketika A melakukan perjanjian dengan B terkait 

pembangunan gedung yang harus selesai pada tanggal 1 Maret 2020, dalam 

perjanjian tersebut terdapat ketentuan yaitu dengan per satu bulan 

keterlambatan maka A akan didenda sebanyak 10 juta.  

1.5.​ Berakhirnya Hukum Perikatan 

Perikatan tidak berlangsung selamanya suatu saat perikatan juga dapat berakhir. 

Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan perikatan dapat terhapus: 

a.​ Pembayaran 

Pembayaran terdapat di Pasal 1382 KUHPerdata. Pembayaran adalah tiap 

perikatan yang dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan. Secara 

umum, pembayaran diartikan sebagai pemenuhan prestasi.  

b.​ Orang yang berhak dan berwenang melakukan pembayaran 

i.​ Debitur yang berkepentingan langsung 

ii.​ Penjamin atau borgtochter 

iii.​ Orang ketiga yang berhak menerima pembayaran  

Sementara orang yang berhak menerima pembayaran: 

i.​ Orang yang berpiutang itu sendiri 

ii.​ Orang yang menerima kuasa dari kreditur 



 
iii.​ Orang yang ditunjuk oleh hakim 

iv.​ Orang-orang yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 1385 

KUHPerdata) 

c.​ Consignatie 

Consignatie adalah suatu keadaan ketika kreditur menolak pembayaran dari 

debitur, lalu debitur menawarkan pembayaran tunai atas apa yang harus 

dibayarnya, dan jika kreditur menolak maka debitur menitipkan pembayaran 

tersebut kepada pengadilan negeri.  

Menurut Pasal 1405 KUHPerdata, syarat sahnya penawaran adalah sebagai 

berikut: 

i.​ Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya 

ii.​ Dilakukan oleh orang yang berwenang untuk membayar 

iii.​ Penawaran harus meliputi: 

-​ Seluruh utang pokok 

-​ Bunga  

-​ Biaya yang telah ditetapkan 

-​ Uang untuk biaya yang belum ditetapkan 

iv.​ Ketetapan waktunya telah tiba 

v.​ Syarat yang dibuat telah dipenuhi 

Apabila penawaran tidak dilakukan ditempat, debitur dapat menitipkan apa 

yang ia tawarkan. Syarat sahnya penitipan adalah sebagai berikut: 

i.​ Sebelum penitipan, kreditur harus diberitahukan tentang hari, jam, dan 

tempat di mana barang yang ditawarkan akan disimpan 

ii.​ Debitur telah melepas barang yang ditawarkan, dengan menitipkannya 

kepada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pengadilan 

yang akan mengadilinya jika terjadi perselisihan, disertai bunga sampai 

hari penitipan 

iii.​ Jika dilakukan oleh notaris atau juru sita, kedua-duanya disertai dua 

orang saksi, dibuat sepucuk surat pemberitaan, yang menerangkan 

wujudnya mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa 



 
ia tidak datang untuk menerimanya, dan akhirnya tentang 

penyimpanannya itu sendiri 

d.​ Novasi (pembaharuan utang) 

Novasi adalah sebuah perjanjian di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan 

sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan pada 

tempat yang asli (Setiawan, R. 1994: 98). 

Novasi terdapat tiga macam: 

i.​ Terdapat perjanjian utang baru yang menggantikan perjanjian utang 

lama 

ii.​ Debitur menunjuk orang lain sebagai penggantinya 

iii.​ Kreditur menunjuk orang lain sebagai penggantinya 

e.​ Kompensasi/perjumpaan  utang  

Kompensasi adalah kondisi ketika dua orang saling berutang, maka terjadilah 

perjumpaan utang sehingga utang-utang di antara keduanya terhapus. 

Terjadinya demi hukum, ketika utang itu sama-sama ada, bertimbal balik 

untuk jumlah yang sama (Djumikasih. 2022:143). 

Syarat kompensasi: 

i.​ Keduanya berpokok pada sejumlah uang atau barang yang dapat habis 

dari jenis yang sama  

ii.​ Keduanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika serta tidak boleh 

merugikan pihak ketiga 

f.​ Percampuran utang (confutio) 

Menurut Pasal 1436 KUHPerdata, apabila kedudukan sebagai kreditur dan 

debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu 

percampuran utang sehingga piutangnya dihapuskan. Contohnya adalah 

pewarisan, dan perkawinan.  

g.​ Pembebasan utang 

Cara hapusnya perikatan yang paling menguntungkan bagi debitur adalah 

pembebasan utang, tetapi harus dibuktikan. Pengembalian piutang asli secara 

sukarela merupakan pembebasan utang, tetapi pengembalian barang gadai 



 
bukan berarti pembebasan utang. Pembebasan utang juga membebaskan 

penanggung, tetapi tidak sebaliknya.  

h.​ Musnahnya barang  

Menurut Pasal 1444 KUHPerdata, jika barang yang menjadi objek perjanjian 

musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang sehingga tidak diketahui 

apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah 

atau hilang di luar salahnya si debitur dan sebelum dia lalai menyerahkan 

barangnya. Jika terjadi overmacht, musnah juga seandainya berada di tangan 

kreditur. Jika musnah karena dicuri, pencurinya wajib mengganti. Jika si 

debitur punya hak atas barang yang musnah tersebut, hak tersebut harus 

diberikan kepada kreditur.  

i.​ Kebatalan atau pembatalan 

Kebatalan atau pembatalan adalah salah satu cara hapusnya perikatan dan 

berkaitan dengan syarat sah perjanjian. Pasal 1446 KUHPerdata, juga harus 

diperhatikan karena dapat dibatalkan karena perikatan dibuat oleh orang yang 

tidak cakap hukum. Kesepakatan yang ada unsur paksaan, penipuan, atau 

kekhilafan juga dapat dibatalkan.  

j.​ Berlakunya syarat batal 

Menurut Pasal 1265 dan 1266 KUHPerdata, perikatan bersyarat batal adalah 

perikatan yang pelaksanaanya semata-mata digantungkan pada kemauan para 

pihak adalah batal.  

k.​ Lewat waktu/daluwarsa  

Lewat waktu atau daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 

untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 

atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam jangka 

waktu 30 tahun.  

i.​ Daluarsa acquisitive, jika lewat waktu maka hak milik suatu barang 

akan diperoleh 

ii.​ Daluarsa extinctive, jika lewat waktu maka suatu perikatan tersebut 

menjadi dibebaskan 



 
2.​ Hukum Waris Perdata 

2.1.​ Pengertian Sistem Hukum Waris Perdata 

Hukum waris di Indonesia masih bersifat plural, hal ini dapat dilihat dari 

berlakunya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris KUHPerdata, hukum 

waris Islam, dan Hukum waris adat (Djumikasih. 2022: 148). 

Sistem hukum waris KUHPerdata berlaku bagi warga negara Indonesia yang 

beragama selain Islam atau yang beragama Islam, tetapi menundukkan diri ke 

dalam hukum kewarisan KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, 

pewarisan terjadi hanya karena kematian.  Hukum waris diatur dalam Buku II 

KUHPerdata, hal tersebut merujuk pada Pasal 528 KUHPerdata bahwa hak 

mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan dan Pasal 548 KUHPerdata yang 

mengartikan bahwa mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak 

milik. Namun, perlu diingat kembali bahwa yang berpindah berdasarkan 

pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak kebendaan lain (hak kekayaan) 

dan juga kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan (Djumikasih. 

2022:149).  

a.​ Unsur-Unsur Pewarisan 

i.​ Pewaris 

ii.​ Ahli waris 

iii.​ Harta warisan 

b.​ Syarat-Syarat Pewarisan  

i.​ Adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) 

ii.​ Adanya ahli waris saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerdata) 

iii.​ Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk 

suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdata) 

iv.​ Bukan orang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerdata) 

c.​ Golongan Ahli Waris 

Golongan ahli waris dalam KUHPerdata dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:  

i.​ Golongan I: Suami atau isteri yang hidup terlama dan anak 

keturunannya 



 
ii.​ Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris 

iii.​ Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu 

pewaris 

iv.​ Golongan IV: Keturunan Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak 

maupun dari pihak ibu, serta keturunannya sampai derajat keenam.  

2.2.​ Istilah dalam Hukum Waris Perdata 

a.​ Pewaris 

Yaitu orang yang meninggal dunia yang mengalihkan hak dan kewajiban 

kepada orang yang masih hidup.  

b.​ Ahli waris 

Yaitu orang yang menerima peralihan hak dan kewajiban dari pewaris. 

Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah 

keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri 

yang hidup terlama. Dalam KUHPerdata dikenal 2 jenis ahli waris, yaitu ahli 

waris ab intestao dan ahli waris testamentair.  

c.​ Harta warisan 

Yaitu hak dan kewajiban yang beralih dari yang mati kepada ahli warisnya.  

d.​ Hak saisine 

Yaitu hak ahli waris untuk mendapatkan warisan seperti yang diatur dalam 

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena 

hukum memperoleh hak milik dan segala piutang si yang meninggal”. 

e.​ Legitieme portie 

Disebut juga dengan bagian mutlak yaitu suatu bagian dari harta peninggalan 

yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut 

undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak 

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih 

hidup, maupun selaku wasiat.  

f.​ Hereditatis petitio  



 
Yaitu hak dari waris untuk memperjuangkan hak warisnya terhadap siapapun 

yang menguasai seluruhnya atau sebagian harta warisan dengan maksud untuk 

memilikinya. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata.  

g.​ Onwaardig 

Yaitu orang yang tidak patut untuk menerima warisan. Menurut Pasal 838 

KUHPerdata yang tidak patut menjadi waris adalah: 

i.​ Mereka yang telah dihukum (telah ada putusan hakim) karena 

membunuh atau mencoba membunuh pewaris  

ii.​ Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan dengan fitnah 

mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang suatu kejahatan yang 

diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya 

iii.​ Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau 

mencabut testament 

iv.​ Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan 

testament pewaris 

h.​ Plaatvervuling  

Yaitu penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk 

bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang 

digantikannya.  

2.3.​ Sistem Pewarisan  

a.​ Sistem Pewarisan Berdasarkan UU (Ab- Intestato) 

Dasar hukumnya adalah Pasal 832 KUHPerdata, hubungan darah merupakan 

faktor penentu. Yang menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah antara 

pewaris dengan ahli warisnya. Keluarga sedarah yang berhak mewaris 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

i.​ Yang sah 

ii.​ Yang berasal dari hubungan di luar perkawinan  

Ada 2 (dua) cara mewaris berdasarkan UU, yaitu: 

i.​ Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (Uit Eigen Hoofde) 



 
Disebut juga dengan mewaris langsung, ahli warisnya adalah mereka 

yang dengan kedudukannya sendiri mendapatkan waris bukan 

menggantikan hak orang lain (Djumikasih. 2022: 153).  

ii.​ Mewaris berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling) 

Mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah ahli waris merupakan 

keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai tempat 

pengganti tempat orang lain (orang lain tersebut sudah meninggal 

terlebih dahulu dari si pewaris). Mewaris berdasarkan penggantian 

tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata. 

Syarat mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah: 

-​ Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si 

pewaris 

-​ Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang 

digantikan 

-​ Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk 

mewaris 

b.​ Sistem Pewarisan Berdasarkan Testament 

Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat kehendak terakhir 

dari pembuatnya dan bisa terjadi atau dilaksanakan saat pembuat wasiat 

meninggal dunia (Pasal 875 KUHPerdata). Ada batasan umur terkait yang 

akan membuat surat wasiat yaitu 18 tahun berdasarkan Pasal 897 

KUHPerdata. Dalam pembuatan surat wasiat tidak diperbolehkan karena 

paksaan dan menguntukan pihak ketiga. Selain itu, wasiat tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang karena akan berakibat batal demi hukum 

berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata (Djumikasih. 2022: 155).  

Surat wasiat memiliki 4 (empat) bentuk, yaitu: 

i.​ Wasiat olografis (olografis testament) 

Wasiat yang dibuat atau ditulis sendiri oleh pewasiat, selanjutnya 

disimpan atau diserahkan kepada notaris, dengan disaksikan oleh dua 

orang saksi (Pasal 932 ayat (1) KUHPerdata) 



 
ii.​ Wasiat umum (openbaar testament) 

Pembuat wasiat datang langsung kepada notaris dan disaksikan oleh 

dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdata) 

iii.​ Wasiat rahasia (testament tertutup) 

Wasiat yang dibuat dengan dihadiri empat orang saksi, yang dibuat 

sendiri dan diserahkan kepada notaris (Pasal 940 KUHPerdata) 

iv.​ Wasiat darurat  

Wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang 

sedang berlayar atau orang yang dikarantina karena penyakit menular 

(namun wasiat ini sudah tidak dipakai lagi).  
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SOAL 

 

1.​ Sebutkan golongan ahli waris berdasarkan KUHPerdata! 

2.​ Jelaskan pengertian normatif dari Perikatan!  

3.​ Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber perikatan! 

4.​ Jelaskan apa saja yang menyebabkan perikatan hapus atau berakhir! 

5.​ Jelaskan apa itu Hak Saisine dan Hereditatis Petitio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KUNCI JAWABAN 

 

1.​ Golongan ahli waris dalam KUHPerdata dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:  

-​ Golongan I: Suami atau isteri yang hidup terlama dan anak keturunannya 

-​ Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris 

-​ Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris 

-​ Golongan IV: Keturunan Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari 

pihak ibu, serta keturunannya sampai derajat keenam.  

2.​ Definisi perikatan secara normatif dalam undang-undang tidak ada sehingga perlunya 

definisi menurut ahli yang tergantung pada perspektif dan hanya diambil unsur-unsurnya 

saja (Muhammad, Abdulkadir. 2019: 231).  

Unsur-Unsur Perikatan  

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, faktor-faktor yang menimbulkan perikatan atau 

unsur-unsur perikatan meliputi: 

-​ Hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum serta dapat 

menimbulkan akibat hukum (yaitu berupa hak dan kewajiban)Di bidang harta 

kekayaan, artinya dapat dinilai dengan uang 

-​ Para pihak, yaitu debitur (yang berkewajiban) dan kreditur (yang berhak) atas sesuatu 

-​ Prestasi, yaitu objek dari perikatan  

3.​ Sumber perikatan terdiri dari: 

i.​ Perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata)  

Perjanjian adalah perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang 

atau lebih. Dalam perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak yang berarti di mana 

semua orang boleh membuat kontrak (perjanjian tertulis) dalam hal apapun asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum  

a.​ Syarat-syarat sahnya perjanjian (1320 KUHPerdata), yaitu: 

-​ Sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan 

-​ Cakap membuat suatu perjanjian 

-​ Suatu hal tertentu 

-​ Suatu sebab yang halal 



 
ii.​ Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdata), yang dibagi menjadi: 

a.​ Undang-undang (saja) 

b.​ Undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1353 KUHPerdata), di 

antaranya: 

-​ Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) 

a)​ Zaakwaarneming atau sukarela (Pasal 1354 KUHPerdata) 

b)​ Onverschuldigde betaling atau pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 

1359 KUHPerdata)  

-​ Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Pasal 1365 - 1380 

KUHPerdata) 

 

4.​ Cara hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata: 

-​ Pembayaran  

-​ Orang yang berhak dan berwenang melakukan pembayaran 

-​ Consignatie (penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan) 

-​ Novasi (pembaharuan utang) 

-​ Kompensasi (perjumpaan utang) 

-​ Percampuran utang (confutio) 

-​ Pembebasan utang 

-​ Musnahnya barang 

-​ Kebatalan atau pembatalan  

-​ Berlakunya syarat batal 

-​ Lewat waktu 

5.​ Hak saisine adalah hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan (Pasal 833 ayat (1) 

KUHPerdata). Sedangkan, Hereditatis Petitio adalah hak dari waris untuk 

memperjuangkan hak warisnya terhadap siapapun yang menguasai seluruhnya atau 

sebagian harta warisan dengan maksud untuk memilikinya (Pasal 834 KUHPerdata). 

 

 

 


